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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Apn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan  penetapan  atas  permohonan

Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. BARQUN ABD. RASYID BIN ABD. RASYID,  NIK

7209012912740001,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  Petani/Pekebun,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  RT.002,  Desa  Lembanato,  Kecamatan

Togean,  Kabupaten  Tojo  Una-Una,  Provinsi  Sulawesi

Tengah,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  email:

irawatikiniola@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. IRAWATI  BINTI  SINUELE  KINIOLA,  NIK

7209027007800001,  umur  45  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  Pegawai  Honorer  SLTP 4  Togean,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  RT.002,  Desa  Lembanato,

Kecamatan  Togean,  Kabupaten  Tojo  Una-Una,  Provinsi

Sulawesi Tengah, dengan domisili  elektronik pada alamat

email: irawatikiniola@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  isbat  nikah

dalam surat permohonannya 13 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi

e-court  Mahkamah  Agung  RI  yang  kemudian  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ampana Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Apn tanggal 13 Januari

2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1998 Pemohon I dengan Pemohon II

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  Lembanato,

Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus

Jejaka  dan  Pemohon  II  berstatus  Perawan,  pernikahan  dilangsungkan

dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama Haswin S. Kiniola,

kemudian  diwakilkan  kepada  pegawai  syarah  bernama  Badarudin  yang

menikahkan  Para  Pemohon  saat  itu  dan  bertindak  sebagai  saksi  nikah

adalah 2 (dua)  orang laki-laki  aqil  baligh  masing-masing bernama Galib

Labatjo dan Arkam  dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa  antara  Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  ada  pertalian

nasab,  pertalian  kerabat  semenda  ataupun  pertalian  sesusuan  yang

menyebabkan  adanya  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri  dan telah dikaruniai  tiga

orang anak yang masing-masing bernama:

a. Hasmita  (perempuan),  lahir  di  Lembanato,  03  Agustus

1999;

b. Alifya Syafitri (perempuan), lahir di Lembanato 14 Januari

2001;

c. Muh. Mahfud (laki-laki), lahir Lembanato 08 Juli 2011;

5. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon II

tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan

perkawinan  dengan  perempuan  lain  serta  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu  gugat  status  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

tersebut  dan  selama  itu  pula  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tetap

beragama Islam;

6. Bahwa  sampai  sekarang  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

mempunyai  Kutipan  Akta  Nikah,  karena  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Apn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa  saat  ini  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  membutuhkan

buku nikah tersebut  untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I  dan

Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh

biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan/dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  I

dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim

untuk segera memeriksa dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Barqun Abd. Rasyid bin

Abd.  Rasyid)  dengan  Pemohon II  (Irawati  binti  Sinuele  Kiniola)  yang

dilangsungkan pada tanggal  23  Mei  1998,  di  Lembanato,  Kecamatan

Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara

ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat

Nikah  ini  terlebih  dahulu  diumumkan pada papan  Pengumuman Pengadilan

Agama  Ampana  selama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  14

Januari  2025,  dimana  bagi  para  pihak  yang  merasa  berkepentingan  dapat

mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan

Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/ keberatan pada hari persidangan

yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang

mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas

panggilan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Apn tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor

27/Pdt.P/2025/PA.Apn  tanggal  12  Februari  2025  yang  dibacakan  di

persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan (isbat)  nikah  ini  telah

diumumkan selama 14  (empat  belas)  hari  sesuai  dengan  Keputusan  Ketua

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006  tentang

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

(Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada

pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini

dapat disidangkan;

Menimbang,  bahwa oleh karena jumlah hakim di  Pengadilan Agama

Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari

3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat  Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan

Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini

diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  telah  mendaftarkan

perkara  secara  elektronik  maka  sesuai  dengan  maksud  Pasal  17  ayat  1

Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  perubahan  atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  Para  Pemohon  telah

dipanggil  secara elektronik  melalui  domisili  elektronik  pada Sistem Informasi

Pengadilan sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2022  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun

2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara

Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan

dilanjutkan;
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Menimbang,  bahwa oleh karena para  Pemohon tidak  hadir  di  muka

sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata

ketidakhadiran  para  Pemohon tersebut  tidak  disebabkan suatu  alasan yang

sah,  sementara para  Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap

perkara  ini,  maka  Hakim menganggap  bahwa para  Pemohon telah  enggan

menghadiri persidangan dan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam

berperkara.  Atas ketidakhadiran  para  Pemohon tersebut,  maka berdasarkan

Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  ditetapkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  118

Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1446 Hijriah oleh

Nurlailatul  Farida,  S.H.I. sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut

diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan dengan dibantu oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti
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ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara:

-  Biaya PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Proses : Rp 75.000,00

-  Biaya Panggilan : Rp 0,00

-  Meterai     : Rp        10.000,00  

Jumlah     : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Panitera,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.
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